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Seribu Rekomendasi BPK untuk Enrekang

Seribu Rekomendasi
BPK untuk Enrekang

ENREKANG, FAJAR — Fiskal Enrekang benar-
benar banyak masalah. BPK bahkan telah

mengeluarkan seribuan

PEMKAB Enrekang meru-
pakandaerahdenganutang
jumbo itu di Sulsel. DPRD
pun akan membahas La-
poran Hasil Pemeriksaan
(LHP) BPK Sulsel Semester
II 2024 yang membuat be-
jibun rekomendasi.
Pemkab Enrekang men-
jadi salah satu kabupaten/
kota dari tujuh yang memi-
liki rekomendasi perbaik-

rekomendasi.

an dari BPK Sulsel. Dengan
1.134 rekomendasi, 1.078
merupakan rekomendasi
sebelumnya dan 56 reko-
mendasi tambahan.

Ketua DPRD Enrekang Ik-
rar Eran Batu mengungkap-
kan pihaknyaakan memba-
has bersama Pemkab En-
rekang terkait rekomenda-
si LHP BPK Sulsel. Teruta-
ma karena banyaknya reko-

mendasi dikelvarkan.

“Ada banyak rekomen-
dasi. Nanti di dalam (re-
pat) kita tindak lanjut di
DPRD. lya, semua catatan
BPK akan dibahas dan tin-
daklanjutnya dijawab Pem-
da,” ucap Ikrar, Minggu, 12
Januari 2025.

Dewan akan menjad-
walkan pertemuan dengan
Pemkab Enrekang dalam
waktu dekat karena perba-
ikan tersebut diberi waktu
selama 60 hari setelah me-
nerima LHP itu.

“Barudijadwalkan, kare-
naadamasatenggang wak-
tunya harus di bahas tindak
lanjutnya,” tambah Ikrar.

Secara garis besar, re-

komendasi LHP BPK Sulsel
untuk Pemkab Enrekang,
yakni permintaan menyela-
raskan indikator makro dan
mendukung program priori-
tasnasional. “Termasuk pri-
oritas penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM),”
tutur Legislator Nasdem ini.

Perbaikan

Penjabat Bupati Enre-
kang Marwan Mansyur
mengakui memang banyak

‘perbaikan yang harus dila-

kukan dari LHP BPK Sulsel.
“Banyak catatan untuk per-
baikan kinerja,” ucapnya.
Marwan berkomitmen
untuk melakukan perbaikan
sesuai dengan waktu yang

diberikan oleh BPK Sulsel.

Pada Oktober 2024, En-
rekang berada dalam tata
kelola keuangan yang bu-
ruk. Mereka terlilit utang
hingga nyaris di atas Rp700
miliar. Mulai dari utang PEN
senilai Rp400 miliar lebih,
hingga utang pihak ketiga
yang mencapai Rp300 mi-
liar lebih.

Kondisi ini memberikan
dampak buruk bagi masya-
rakat, sebab mereka harus
mendapat imbas dari bu-
ruknya tata kelola keuang-
an daerzah ini. Gaji PPPK se-
bagian masih tertunggak,
utang BP]S 2022 dan 2023,
kontraktor, dan beberapala-
innya. (*)

KEARIFAN LOKAL. Warga menggelar Festival Oni-oni Lati
Pemkab setempat sedang mengalami turbulensi anggaran.

g di Kel

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan

5
han Baraka, Kecamatan Baraka, Enrekang, Jumat, 23 Agustus 2024. Saat jni,

i
L

Halaman: 1



